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ABSTRAK 

Saat ini banyak kita jumpai anak-anak yang ikut terseret menjadi subek 

maupun objek tindak pidana. Pandangan bahwa anak merupakan seorang yang 

mudah dipengaruhi, diperdaya dan dimanfaatkan cenderung menjadi faktor 

terlibatnya anak dalam perkara pidana. Dengan adanya fakta ini, Yayasan Lembaga 

Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan 

lembaga resmi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan 

Anak telah menjadi wadah pengaduan untuk menangani dan mendampingi bagi 

setiap kasus anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam hal yang 

berhadapan dengan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan, yaitu: Apa program dan upaya yang dilakukan YLPA 

Yogyakarta dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap ABH (Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum) dan Apakah upaya tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak dan juga kesejahteraan 

anak. 

Untuk mengumpulkan jawaban atas permasalahan diatas, penelitian ini 

menggunakan pengumpulan data di Lapangan (Field Research) dengan pendekatan 

Yuridis Empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode 

deskriptif-kualitatif yaitu menuangkan data yang terkumpul dalam bentuk uraian 

logis dan sistematis. Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Berdasarkan penelitian ini, beberapa kesimpulan sebagai temuan dapat 

dipaparkan sebagai berikut. Pertama, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap 

ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) oleh Yayasan Lembaga 

Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pada taraf 

litigasi dan non litigasi agar upaya pemberian perlindungan terhadap ABH dapat 

dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Kedua, pendampingan oleh Divisi 

Layanan Hukum YLPA yaitu dengan menjadi penasehat hukum selama 

persidangan kasus ABH dan memberikan konsultasi hukum yang dilakukan secara 

sukarela dan cuma-cuma. Ketiga, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh 

YLPA Yogyakarta secara praktik mengacu pada Undang-Undang Perlindungan 

Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan 

Anak. upaya tersebut sudah sesuai dengan acuan di atas, dimana upaya memberikan 

perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak sangat ditekankan. Perlindungan 

hukum tidak hanya dilakukan sampai proses litigasi ABH saja, YLPA Yogyakarta 

juga bekerjasama dengan LSM dan jejaring peduli anak untuk melakukan 

monitoring ke lokasi tempat anak menjalankan hukuman serta memberikan 

konsultasi utuk mengupayakan pemulihan mental/psikis anak yang berhadapan 

dengan hukum agar anak dapat kembali menjalani masa depan dengan layak dan 

wajar. 

Kata Kunci: Upaya Perlindungan, Perlindungan Hukum, dan ABH (Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum)  
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MOTTO 

“Sukses bukanlah hal yang kebetulan. Sebab, 

kesuksesan terbentuk dari kerja keras, pembelajaran, 

pengorbanan dan cinta yang ingin kamu lakukan.” 

-Pele  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan”.1 Dalam artian sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa 

atau subjek hukum yang normal, maka mereka berada dibawah kekuasaan orang 

tua atau walinya. Oleh karena itu, peranan orang tua atau wali sangatlah penting 

dalam proses pertumbuhan kedewasaan anak. 

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat berperan penting 

dan menjadi faktor utama dalam keberlangsungan terbentuknya karakter anak, baik 

atau buruk karakternya merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi dari ruang 

lingkup keluarga. Saat ini tidak sedikit anak yang terjerumus dalam  pergaulan yang 

salah dengan dalih mencari kenyamanan dan kebahagiaan yang tidak mereka 

dapatkan dari lingkungan keluarga. Kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan 

dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama membentuk generasi ideal, hal ini 

seolah memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan 

kurang kesadaran terhadap hukum untuk mengajak atau berbuat kejahatan terhadap 

anak baik secara fisik maupun  mental. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dapat 

                                                                 

1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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merusak dan membuatnya takut dan trauma, mereka akan menderita kerugian yang 

bersifat material maupun immaterial seperti gejolak emosional, psikologi, rendah 

diri dan hal lain yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.2 

Anak memiliki hak yang bersifat asasi, sebagaimana dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”.3 Sama halnya dengan orang dewasa, hak-hak anak wajib 

diperlakukan dengan baik sebagai seorang yang diharapkan dapat memimpin 

negara dan bangsa yang mana haknya  tidak boleh dilanggar oleh orang dewasa, 

negara bahkan orang tuanya sendiri. Namun, kenyataan saat ini upaya untuk 

melindungi hak-hak anak banyak dilanggar. Isu tentang penculikan, perdagangan, 

eksploitasi bakhan kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak asing 

diperbincangkan. 

Fenomena keterlibatan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) 

dalam suatu tindak pidana baik sebagai pelaku maupun korban, dilatar belakangi 

oleh paradigma atau anggapan bahwa anak-anak merupakan objek hidup yang 

mudah diperdaya, dipaksa untuk melakukan suatu hal, anggapan bahwa anak tidak 

memiliki kekuatan untuk melawan dari segi apapun, serta kurangnya pendekatan 

                                                                 
2 Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Depok: Rajawai Pers, 2016), hlm. 

43 

3 Ibid, hlm. 44 
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dari lembaga-lembaga perlindungan anak atau organisasi yang memiliki wawasan 

dibidang hukum dalam mensosialisasikan keberadaan dan fungsi mereka, hal ini 

yang mengakibatkan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) semakin 

meningkat. 

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, maka 

pemerintah membentuk perundangan-undangan khusus yang mengatur segala hal 

yang berkaitan dengan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas 

perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 

perundang-undangan lainnya. Pemerintah juga memberikan mandat dan amanah 

kepada lembaga, instansi, organisasi dan seluruh jajaran peduli anak untuk 

senantiasa menjadi media utama dalam upaya pemberian perlindungan terhadap 

anak. Di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, dibentuk suatu lembaga 

untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemberian perlindungan terhdap anak, 

yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) merupakan lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintah untuk fokus melindungi hak-hak anak, mendampingi 

anak sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Lembaga Perlindungan Anak telah 

tersebar dipenjuru negeri terutama di kota-kota besar, salah satunya Yayasan 

Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga resmi yang 

terbentuk atas Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 

tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga ini merupakan 

lembaga sosial yang berkiprah menangani dan melindungi anak dari permasalahan 

yang merugikan hak-hak mereka, sehingga setiap kasus yang melibatkan anak-anak 
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sebagai pelaku, korban maupun saksi di Daerah Istimewa Yogyakarta akan 

ditangani dan didampingi oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) 

Daerah Istimewa Yogyakarta.4 Namun, karena kurangnya partisipasi dan sosialisasi 

tentang keberadaan lembaga tersebut berdampak pada tertutupnya masyarakat 

dalam mengungkapkan permasalahan yang melibatkan anak-anak mereka. 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka penulis berkeinginan untuk 

meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana gambaran hukum mengenai 

kasus yang dialami oleh ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) serta upaya 

pemberian perlindungannya. Dalam hal ini, penyusun akan melakukan penelitian 

di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, 

yaitu meneliti seperti apa program dan upaya perlindungan hukum terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum serta kesesuaian hal tersebut dengan ketentuan 

Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kesejahteraan Anak. Oleh 

karena itu, maka penulis memberi judul penelitian ini: “Perlindungan Hukum 

Terhadap ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) Oleh Yayasan 

Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta”. Dengan demikian, penulis 

berharap dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang 

terdapat dalam penelitian ini. 

                                                                 
4 Sukron Makmun, Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayaysan Lembaga Perlindungan Anak 

(YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak, Skripsi Fakultas Syari’ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 4 
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 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penyusun dapat 

merumuskan pokok permasalahan yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian 

ini, sebagai berikut: 

1. Apa program dan upaya yang dilakukan Yayasan Lembaga Perlindungan 

Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memberikan 

perlindungan hukum terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum)? 

2. Apakah upaya perlindungan hukum yang dilakukan YLPA Daerah 

Istimewa Yogyakarta terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum) sesuai dengan ketentuan perlindungan anak, sistem peradilan 

pidana anak, dan kesejahteraan anak? 

 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan gambaran tentang ABH (Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum) dalam tinjauan hukum pidana. 

b. Untuk memberi gambaran bagaimana proses pemberian perlindungan 

hukum yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak 

(YLPA) Yogyakarta terhadap ABH baik yang menjadi pelaku, korban 

maupun saksi tindak pidana. 

c. Untuk memberikan bantuan data kepada penyusun karya ilmiah 

selanjutnya dalam hal penelitian yang sama, memberi pengetahuan 
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kepada pembaca tentang hal yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak 

Yogyakarta terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum). 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pengemban ilmu hukum, khususnya dalam hal 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH).  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam 

penelitian selanjutnya. 

b. Secara praktis 

1) Dapat dijadikan masukan atau bahan kajian kepada para pihak 

yang terlibat di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) 

Yogyakarta maupun pihak di luar lembaga tersebut tentang 

substansi dari ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum). 

Dengan demikian, masyarakat mendapatkan gambaran 

bagaimana tindakan yang harus diambil apabila berhadapan 

dengan permasalahan ini. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih informasi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

Ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). 
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 Telaah Pustaka 

Literature Review atau telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan atau 

topic yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuan yang diakui kepakaran dalam 

bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu 

topik/masalah penelitian yang spesifik.5 Paparan kajian terdahulu yang berisi uraian 

teoritis secara sistematik tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan 

hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, 

proposisi, konsep atau pendekatan-pendekatan yang menjadi pisau analisis 

terhadap permasalahan hukum yang akan diteliti. 

Sudah banyak kajian terkait perlindungan hukum terhadap anak yang 

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Kajian-kajian tersebut dikaitkan dengan 

berbagai isu seperti keterlibatan anak sebagai pelaku maupun korban dalam tindak 

kekerasan fisik dan seksual serta tindakan yang secara sah melawan hukum. 

Kaitannya dengan isu tersebut, beberapa kajian yang sudah dilakukan termasuk 

kajian Gilang Kresnanda Annas, Sukron Makmun, Hikmah Fadila, Nery Alberto, 

Nunung Masitoh serta kajian Zuraidah dan Muhammad Sadi Ist. 

Kajian-kajian tersebut merupakan kajian yang berkaitan dengan 

Perlindungan Anak terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) 

sebagaimana yang akan saya paparkan. Skripsi Gilang Kresnanda Annas dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan 

                                                                 
5 Opini Lihin, Telaah Pustaka Dalam Penelitian, diakses dari https://www.lihin.net/telaah-pustaka-

dalam-penelitian/ pada tanggal 17 November 2020 pukul 17:09 WIB 

https://www.lihin.net/telaah-pustaka-dalam-penelitian/
https://www.lihin.net/telaah-pustaka-dalam-penelitian/
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Menggunakan Pendekatan Diversi Dan Restoratine Justice”.6 Kajian penelitian ini 

membahas tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 

harus berdasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi yang berdasae pada prinsip The Best Interest For The 

Child. Sebagai bentuk perlindungan, ABH diperlakukan secara khusus dan 

manusiawi juga mendapat pendampingan khusus. Penerapan konsep diversi dan 

restorative justice merupakan alternatif baru dalam proses penyelesaian kasus anak 

tanpa hukuman pidana, konsep ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keadilan 

yang berprikemanusiaan bagi anak. 

Skripsi Sukron Makmun dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta mengkaji isu perlindungan anak dalam praktik dengan judul: ”Bantuan 

Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) 

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak”.7 

Pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak oleh YLPA Yogyakarta yang berperan 

sebagai mediator dan kuasa hukum untuk kasus-kasus mengenai anak dilakukan 

menggunakan jalur litigasi (putusan pengadilan) maupun jalur non litigasi 

(perdamaian/kesepakatan). Dalam kajian ini juga disebutkan kendala yang dialami 

YLPA Yogyakarta dalam menyelesaian perkara anak, yaitu: hambatan birokrasi, 

mahalnya biaya berperkara perdata, keterbatasan fasilitas dan biaya operasional, 

                                                                 
6 Gilang Kresnanda Annas, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan 

Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Diversi Dan Restoratine Justice”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 

7 Sukron Makmun, “Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak 

(YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak”, Skripsi, Fakultas Syariah 

Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 
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terlalu menutup diri oleh keluarga korban maupun pelaku kepada YLPA serta 

kurangnya pekerja di Lembaga Perlindungan Anak karena YLPA bersifat Yayasan 

Sosial. 

Adapun skripsi Hikmah Fadila dari Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 

Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana”.8 Dalam kajian ini 

disebutkan bahwa berdasarkan perundang-undangan, baik anak sebagai pelaku 

maupun korban tindak pidana memiliki hak dan perlindungan yang sama yaitu anak 

tidak dapat diposisikan sebagai terdakwa. Dengan adanya perlindungan hukum 

yang jelas, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak berhak diperlakukan secara 

manusiawi tanpa adanya unsur diskriminasi, dan terkait dengan sistem peradilannya 

lebih baik diutamakan untuk menyelesaikan di luar sistem peradilan pidana, hal ini 

karena penyelesaian di area peradilan cenderung membuat anak merasa takut, tidak 

nyaman, tertekan dan mengganggu kesehatan psikisnya. Upaya ini dilakukan 

semata-mata untuk memberikan solusi terbaik bagi anak. 

Dalam Skripi Nery Alberto Gonzales dari Universitas Atmajaya Yogyakarta 

yang berjudul: “Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam 

Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.9 Dalam kajian ini 

                                                                 
8 Hikmah Fadila, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana 

Dalam Sistem Pidana, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018 

9 Nery Alberto Gonzales, “Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi 

Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 

2015 
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disebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta berpesan sebagai pendamping bagi anak yang menjadi korban 

kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomu maupun kekerasan seksual. Lembaga 

perlindungan anak memberikan pelayanan sosial, psikologi, pelayanan hukum dan 

juga kesehatan bagi anak yang menjadi korban kekerasan di Yogyakarta. 

Sementara itu, dalam Jurnal oleh Zuraidah dan Muhammad Sadi Ist yang 

berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban 

Kekerasan”.10 Kajian ini membahas bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap 

anak yang menjadi korban kekerasan dapat diberikan dalam bentuk represif secara 

sistematis melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbinggan 

sholat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum advokasi dan 

perlindungan anak. Dalam kajian ini juga terdapat saran untuk konsep erlindungan 

hukum terhadap hak asasi anak di masa depan yaitu harus melakukan law reform 

sistem perlindungan anak di Indonesia dengan tujuan memberikan keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan terhadap hak-hak asasi anak yang menjadi korban 

kekerasan. 

Kemudian, Tesis program studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) oleh 

Nunung Masitoh yang berjudul: “Pendampingan Hukum Oleh Lembaga 

Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Anak 

                                                                 
10 Zuraidah dan Muhammad Sadi Ist, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang 

Menjadi Korban Kekerasan”, Jurnal Nurani, Vol.18 No.1, Juni 2018 
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Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”.11 Dalam kajian yang dilakukan pada tahun 

2015 ini, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta 

berupa pendampingan di pengadilan/litigasi dan di luar pengadilan/nonlitigasi yaitu 

upaya perdamaian/kesepakatan. Khusus dalam pendampingan hukum untuk anak 

sebagai pelaku kekerasan fisik dan seksual, LPA Yogyakarta lebih fokus 

melakukan pendampingan pda taraf litigasi/di pengadilan. Sedangkan, pada taraf 

nonlitigasi pendampingan dibantu oleh pekerja sosial karena pada saat itu tenaga 

advokat di LPA Yogyakarta masih terbatas. 

Adapun penelitian yang akan penyusun lakukan merupakan bentuk 

penelitan yang berbeda dari bentuk penelitian di atas. Penyususn mengamati 

beberapa penelitian yang mengambil isu yang sama tentang perlindungan hukum 

terhadap anak baik secara umum maupun terhadap anak yang menjadi korban 

kekerasan fisik, psikis dan kekeran seksual. Namun, yang menjadikan berbeda dari 

penelitian ini adalah, penyusun secara khusus mengkaji tentang perlindungan 

hukum oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa 

Yogyakarta terhadap ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) baik sebagai pelaku 

maupun korban. 

 Kerangka Teoretik 

Dalam dunia Ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan 

sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita 

                                                                 
11 Nunung Masitoh, “Pendampingan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”, Tesis, Yogyakarta, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 



12 
 

 
 

bicarakan secara lebih baik, memberikan penjelasan dengan cara 

mengorganisasikan dan mensistemasikan masalah yang dibahas.12 Oleh karena itu, 

untuk menguraikan pemikiran yang logis dan relevan dalam penyusunan penelitian 

ini, maka teori yang digunakan sebagai berikut: 

1. Teori Perlindungan Anak 

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak 

sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan 

yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat hukum tentu harus melakukan 

tugas dan memanfaatkan hukum secara adil, jelas dan tegas. Pengertian 

perlindungan hukum. Perlidungan hukum menurut J.C.T Simorangkir dan 

Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat 

memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.13 

Sedangkan Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (fundamental 

right and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dapat 

dibedakan dalam dua bagian, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat 

yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam 

                                                                 
12 Jazim Hamidi, dkk, Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer, (Malang: Universitas 

Brawijaya Press (UB Press), 2013), hlm.702 

13 Sastro Agen Rihardi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai 

Korban Eksploitasi Seksual, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, hlm. 67 
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bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak bersifat non-yuridis, 

meliputi: perlindungan dalam bidang social, kesehatan, dan pendidikan.14 

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak 

Terkait uapaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang berhadapan 

dengan hukum (ABH), dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur secara khusus mengenai 

diversi dan keadilan restoratif sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara 

ABH yang tentunya dilakukan dengan tujuan agar hak-hak anak yang 

bermasalah dengan hukum dapat terlindungi dan terjamin. Dalam Undang-

Undang ini telah diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib untuk diupayakan 

Diversi, yaitu sebagai langkah musyawarah bersama tentunya dalam hal ini 

dari pihak pelaku dan korbannya namun tetap di dalam tiap-tiap tahap proses 

peradilan.15 

Tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk 

dalam sistem peradilan pidana. Akan diupayakan suatu penyelesaian konflik 

melalui forum yang disebut mediasi penal. Mediasi penal sendiri merupakan 

salah bentuk alternatif penyelesian sengketa diluar pengadilan (ADR/ 

Alternatif Dispute Reselution). Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(MARI) sangat mendorong penggunaan metode restorative justice dalam 

                                                                 
14 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik 

Dengan Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, April 2018), hlm.93 

15 Hikmah Fadila, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak 

Pidana Dalam Sistem Pidana, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm.59 
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peradilan anak. Manfaat restorative jastice adalah untuk meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dan kesabaran publik dalam upaya menyelesaikan 

persoalan anak yang bermasalah dalam hukum; membuat pelaku 

bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat pelaku memahami 

dampak atas tindakannya dan berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang 

telah dilakukan; membantu meminimalisir tingkat kejahatan.16 

3. Teori Kesejahteraan Anak 

Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak telah diatur dalam 

berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa anak terlantar dan fakir miskin 

dipelihara oleh Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak 

yaitu “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan 

khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan tanggung jawab 

orang tua yaitu bahwa “orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan 

anak”. Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 

(KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana 

substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan 

tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk 

                                                                 
16 Ibid, hlm.60-61 
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kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas 

penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal.17 

Setiap orang yang hidup di dunia ini memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan suatu keadaan yang sejahtera. Tidak terkecuali juga dengan 

anak, mereka memiliki hak untuk merasakan kebahagiaan, kesehatan, 

kebebasan yang merdeka dan mendapatkan kualitas hidup yang layak 

sehingga membuat anak dapat menjadi lebih menikmati hidup yang 

sejahtera. 

 Metode Penelitian 

Rasa ingin tahu adalah salah satu faktor seseorang melakukan penelitian, karena 

penelitian merupakan upaya menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan 

aktual yang sedang dihadapi. Metode penelitian yang akan digunakan dalam 

mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakukan pengamatan 

dan observasi secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini. Sedangkan, Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian 

hukum yang bertitik tolak dari data primer/dasar yakni data yang diperoleh 

                                                                 
17 Triyana Apriyanita, Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, Vol. 4 No. 2 (2017), diakses dari 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/7879  pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 15:06 WIB 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/7879
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langsung dari masyarakat atau pihak yang mendukung dalam pengumpulan 

data sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang 

dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun 

penyebaran kuisioner. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode 

penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang 

nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum 

di masyarakat,18 dimana data-data yang diperoleh kemudian dibaca melalui 

kacamata hukum.  

2. Bahan Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang pertama kali yang dikumpulkan oleh 

peneliti melalui upaya pengambilan data secara langsung di lapangan. 

Dalam penelitian ini, data primer yang didapat dilakukan melalui 

observasi mengenai data-data kasus ABH (Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum) yang ditangani oleh YLPA Yogyakarta dengan metode 

wawancara kepada pengurus Yayasan Lembaga Perlindungna Anak 

(YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta serta jika memungkinkan, akan 

dilakukan wawancara kepada anak yang berhadapan dengan hukum 

(ABH) yang kasusnya ditangani oleh YLPA Yogyakarta. 

b. Data Sekunder 

                                                                 
18 Jonaedi Efend, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Jakarta: 

Kencana, 2016), hlm. 150  
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Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada 

sebelumnya yang dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk 

melengkapi data penelitian. Data sekunder dapat berupa Undang-

Undang dan Peraturan perundang-undangan, buku, publikasi 

pemerintah,  laporan penelitian, jurnal hingga situs dengan kajian yang 

berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.19 Adapun 

beberapa data sekunder dalam penelitian ini, salah satunya adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. 

3) Karya-karya hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal maupun 

segala informasi dari sumber lain yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

c. Data Tersier 

Data tersier merupakan data yang menjadi pendukung untuk 

memperjelas data primer dan data sekunder. Data tersier dalam 

penelitian ini berupa dokumentasi tempat serta berkas-berkas yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

                                                                 
19 Ayu Isti Prabandari, Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui 

Karakteristiknya, Jateng: Merdeka.com, 2 November 2020 06:41 diakser dari 

https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-

karakteristiknya-kln.html?page=2 pada 13 Februari 2021 pukul 19:42 WIB 

https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-kln.html?page=2
https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-kln.html?page=2
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk mempermudah 

penyusun dalam penilitian ini maka akan dilakukan teknik pengumpulan 

data, sebagai berikut: 

a. Observasi,  

Metode observasi merupakan metode yang mengharuskan penyusun 

untuk mengamati secara langsung ke Yayasan Lembaga Perlindungan 

Anak (YLPA) Yogyakarta sebagai sumber utama penelitan. Observasi 

dilakukan sebanyak tiga kali, pada tanggal 10 Februari 2021, 15 

Februari 2021 dan 23 Maret 2021 di Kantor YLPA Yogyakarta. Hasil 

dari observasi tersebut, berupa adanya data kasus ABH yang 

dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 

berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti, yaitu melalui kontak/komunikasi 

langsung antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden). Dalam penelitian ini, Wawancara dilakukan secara 

langsung maupun secara daring melalui media whatsapp dengan 

Bapak Pranawa dari Divisi Layanan Hukum YLPA, Ibu Elly Kumari 

Tjahya Putri dari Divisi Penelitian serta dengan Ibu Nur Azizah Divisi 

Pengaduan dan Pelayanan Data. Penyusun tidak berkesempatan 
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mewawancarai ABH dikarenakan kondisi dan situasi yang kurang 

mendukung dampak adanya Covid-19. 

c. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data atau bahan penelitian berupa dokumen, 

baik dokumen dalam bentuk tulisan, gambar maupun elektronik, 

seperti arsip lembaga, dan lainnya. Metode ini sebagai pelengkap data 

yang telah dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara. 

d. Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa studi pustaka 

untuk mempermudah penyusunan dalam melakukan analisis, 

meliputi: buku-buku, jurnal, dan sumber pustaka lain yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode 

deskriptif-kualitatif, yaitu menuangkan data yang terkumpul dalam bentuk 

uraian logis dan sistematis. Merupakan metode pengolahan data dengan cara 

menganalisa factor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan 

penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.20 

 Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah proses penyusunan penelitian ini agar terstruktur dengan baik 

dan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran 

                                                                 
20 Aan Prabowo, Heriyanto, Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di 

Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang, Jurnal Ilmu Perpustakaan Undip, Vol.2 No.2, Semarang 2013, hlm.5 
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keseluruhan dari penelitian ini, maka penyusun membagi sistematika pembahasan 

ini menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-

bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, adapun 

sistemati pembahasannya sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi tentang perdahuluan yang digunakan sebagai rambu-

rambu untuk pembahasan selanjutnya. Di dalamnya membahas mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua, penyusun mencoba memberi penjelasan tentang teori-teori 

yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian yaitu gambaran 

umum mengenai perlindungan anak, tinjauan tentang Anak, tindak pidana terhadap 

anak, dan tinjauan tentang ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) serta 

peran penegak hukum dalam perlindungan anak. 

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum Yayasan Lembaga 

Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta yang meliputi sekilas tentang sejarah 

berdirinya YLPA Yogyakarya, alamat kantor, visi dan misi, struktur organisasi, 

sasaran dan strategi serta bentuk kegiatan yang dilakukan YLPA Yogyakarta. Pada 

bab ini, penulis juga akan membahas mengenai upaya atau program-program yang 

dilakukan YLPA Yogyakarta dalam perlindungan hukum terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH). 

Pada bab empat, merupakan bab yang mengulas dan memaparkan hasil 

analisis dari tinjauan hukum terhadap kesesuaian upaya perlindungan hukum yang 
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dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta tehadap 

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan perundang-undangan 

Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak dan Kesejahteraan Anak, dengan hasil 

tersebut penyusun dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah sebagaimana 

yang telah disebutkan dalam bab pertama di atas. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan hasil 

penelitian dan saran-saran untuk pokok permasalahan yang telah dibahas. 
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BAB V  

PENUTUP 

 Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, maka penyusun menarik kesimpulan 

atas penelitian ini bahwa YLPA Yogyakarta bekerja di Wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang berperan sebagai lembaga dengan tujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak, YLPA Yogyakarta menangani kasus atau 

perkara Anak Berhadapan dengan Hukum seperti anak yang mengalami kekerasan, 

eksploitasi, penelantaran, salah asuhan, dan lain-lain. Pada dasarnya upaya yang 

dilakukan oleh YLPA Yogyakarta semata-mata untuk memberikan perlindungan 

terhadap hak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. 

Dari hasil penelitian di lapangan dan telah mendalami terkait dengan tema, 

pembahasan, observasi dan tinjauan penelitian. Peneliti menyimpulkan beberapa 

pembahasan, yaitu: 

1. Secara praktek, dalam memberikan bantuan atau perlindungan hukum 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan dengan 

cara melakukan sosialisasi dan penyebaran pemahaman mengenai 

perundang-undangan terkait hak-hak dan perlindungan anak kepda orang 

tua dan masyarakat dengan maksud agar anak mendapatkan hak, perhatian 

dan tempat yang layak serta penghargaan atas pendapatnya di dalam 

kehidupan bermasyarakat. 
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YLPA Yogyakarta juga melakukan pendampingan baik ditaraf litigasi, 

yaitu sejak anak melapor ke polisi, ketika di BAP/dimintai keterangan saat 

melapor sebagai saksi sampai ke persidangan di pengadilan. Juga ditaraf 

non litigasi dengan melakukan pendampingan saat melakukan musyawarah 

dengan pihak pelaku maupun korban, untuk mencari kesepakatan dan 

perdamaian untuk menyelesaian perkara. Untuk anak yang mengalami 

trauma, YLPA Yogyakarta memberikan pelayanan konsultasi bagi anak 

untuk pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikisnya dan juga kepada 

orang tua agar kedepannya, orang tua dapat memngetahui hal-hal yang 

harus dilakukan terhadap anak-anak mereka. 

2. YLPA Yogyakarta telah mengupayakan yang terbaik dan melayani setiap 

pengaduan terkait kasus anak yang berhadapan dengan hukum, 

mengupayakan perlindungan hukum sesuai dengan kebutuhan anak. Upaya 

tersebut sesuai dengan substansi yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. YLPA 

Yogyakarta berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak dan mendukung penuh penggunaan Keadilan Restotatif Justice dan 

Diversi dalam setiap pendampingan proses peradilan perkara anak. Semua 

program dan upaya YLPA Yogyakarta dilakukan dalam konteks semata-

mata untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi 

anak. 
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 Saran 

Sebagai dukungan agar Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah 

Istimewa Yogyakarta semakin berkembang, peneliti memiliki beberapa 

saran/masukan, yaitu: 

1. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan yang merupakan pemaparan 

dari hasil penelitian bahwasannya, ada 5 daerah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang kasus permasalahan anak ditangani oleh YLPA 

Yogyakarta, maka hendaknya dilakukan sosialisasi dan penyebarluasan 

pemahamanan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di kelima 

daerah tersebut, karena pada saat penelitian hanya disebutkan daerah yang 

sudah dijangkau hanya di Kabupaten Bantul dan Sleman saja. 

2. YLPA Yogyakarta harus memperikan perhatian dan pengertian lebih 

terhadap korban agara mau terbuka dalam memberikan keterangan 

mengenai peristiwa yang dialaminya, dan meyakinkan kepada korban 

bahwa korban dalam keadaan aman agar korban merasa rileks dan 

memberikan kepercayaan kepa YLPA Yogyakarta. 

3. Hendaknya pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan 

dukungan berupa fasilitas dan biaya operasional tambahan, melihat peran 

dan aktivitas YLPA Yogyakarta yang semakin aktif dalam mengupayakan 

perlindungan bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum 

4. YLPA Yogyakarta harus melakukan kerjasama dengan LSM dan para 

stakholder perlindungan anak untuk membuat penggerak kesadaran bagi 

masyarakat khususnya para orang tua. 
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5. Dalam hal pelayanan penelitian bagi mahasiswa/organisasi, hendaknya 

pihak YLPA Yogyakarta tidak melakukan slowrespon atau 

menggantungkan harapan peneliti dengan memberikan ketidakpastian 

jadwal wawancara, serta perlakuan yang tidak ramah saat wawancara 

berlangsung. 
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